
BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR42 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KAE}UPATEN TANA TORA"IA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan sinergitas dan koordinasi
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana secara efektif dan efrsien,
perlu dilakukan penyempurnaan Susunan Organisasi, T\rgas
dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tana Tora-ja;

b. bahwa untuk terlaksananya penyempurnaan susunan
organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berenc'ata sebagaimarra riirnaksud huruf a, maka
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
Keg'a Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tana Tora.ia perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor
47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
T\rgas dan Fungsi serta Tata Keq'a Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Tora-ia;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomr 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesian
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Toraja (kmbaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2016 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 47 Tahun 2016 tentang
I(edudukan, Susunan Organisasi, T\agas dan Fungsi serta Tata
Keq'a Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2016 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANA TORAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 47 Taht:,n 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas da Fungsi serta Tata Keg'a Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tana Toraja (Berita
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor a7) diubah sebagai berikut:
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l. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tana Toraja terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Program dan Evaluasi;

2. Subb"gian Umum dan KePegawaian;

c. Bidang Pengendalian Pendudukan, Penyuluhan dan Penggerakan
terdiri dari :

1. Seksi Advokasi dan Pen ggerakan;

2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;

3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;

d. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :

I . Seksi Distribusi Aiokon;

2. Seksi Jaminan PelaYanan KB;

3. Seksi Pembinaan dan Kesertaan KB;

e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;

2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga BALITA, Anak dan LANSIA;

3. Seksi Bina Ketahanan Remaja;

f. Jabatan Fungsional.

g. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terlaltum pa,Ja larr.piral yalg ner-ripahari bagial yang tidak terpisahkal
dari Peraturan BuPati ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasai 4

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan' ' Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis Dinas sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
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d. menyusun ranczrng€rn, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatanganr
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pengendalian
penduduk, bidang keluarga berencana dan bidang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;

g. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang
pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana dan bidang
ketahanan dan kesej ahteraan keluarga;

h. menyelenggarakan pembinaan umum dan
pengendalian penduduk, bidang keluarga
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

koordinasi di bidang
berencana dan bidang

i. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan,

-o.rito.i.rg, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pengendalian penduduk, bidang keluarga berencana dan bidang
ketahanan dan kesej ahteraan keluarga;

j. menyelenggaraken kebijakan, prograrn, kegiatan, kteuangan, umum'- 
perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

l. meyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

(3)Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat(1)Kepala
Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebrjakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang pengendalian penduduk dal keluarga berencana;

b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

d.pelaksanaanadministrasidinasurusanpemerintahanbidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan
fungsinya.

3. Judul Bagran Ketiga BAB IV dan Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut berikut :

tsagian Keliga

Bidang Pengenda-lian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 8

(l) Ridang Pengendalian Penduduk, pimpin

oleh 
""o.".rg 

Kepala Bidang ya Kepala

Dinas dalam mengoordinasikan ntahan

bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan '

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
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a. menyusun rencana kegiatan bidang Pengendalian Penduduk'
penyututran dan Penggerakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehinpga

bedalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
Iingkungan bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang
pendataan penduduk, bidang penyuluhan kependudukan dan bidang
pelayanan informasi dan pengaduan;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan umum bidang
pendataan keluarga, bidang penyuluhan kependudukan, bidang
pelayanan dan informasi keluarga;

i. melakukan koordinasi dengan instasi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang mempunyai fungsi ;

a. pemmusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan ;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan ;

c. pelalsanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan ;

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan Seksi Advokasi dan Penggerakan.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai ber:ikut:

a. menJrusun rencana kegiatan Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
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b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
be{afan hncar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Advokasi dan Penggerakan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. rrrerencanalian dan merumuskan kebijakan teknis Seksi Advokasi dau
Penggerakan;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan telaris Seksi Advokasi
dan Penggerakan;

h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Advokasi dan
Penggerakan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebdkan; dan

j. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;

k. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 1O berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1O

(1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam
mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina,
mengoordinasikan program dan kegiatan Seksi Penyuluhan dan
Pendayagunaan PLKB dan Kader XB.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB

dan Kader KB sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
Iingkungan Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Penlrrluhan dan

Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka

kelancaran pelalsanaan tugas;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan dan

Penda5zagunaan PLKB dan Kader KB dan membe-rikan saran
pertimbangan kepada atasan sebegai bahan perumusan kebijakan; dan

i. meningkatkan kompetensi dan prestasi keqia;
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j. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesual

bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 1

(1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam

me'mpersiapkan bahan i"tyu"r.rao teknis, membina, mengoordinasikan
dan melaksanakan program kegiatan seksi Pengendalian Penduduk dan
Informasi Keluarga.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. menyusun renc€rna program kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan
Informasi Keluarga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga
be{alan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program

dan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
o tnclalrsanaLan lrnnrdinesi derroan incfanqi +Ft'V^it sasrrai dcnoarr trirlano

tugasnya untuk kelancaran pelaksanaar tugas;
h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Penduduk

dan Informasi Keluarga dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebdakan; dan

i. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerl'a;
j. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah. sehingga Pasal l2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan
teknis bidang Keluarga Berencana.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Keluarga Berencana sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi
berjalan lancar;

petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Bidang Keluarga Berencana untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tiigas;
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuli rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan perumusan kebijakan tei<nis Distribusi Alokon, Jaminan
Pelayanan KEi dan Pembinaan Kesertaan KB.

g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Distribusi Alokon, Jaminan
Pelayanan KB dan Pembinaan Kesertaan KB.

h. rielaksanakan monitoring darr evaluasi pelaksatraan kegiatan bida_ng
Keluarga Berencana;

i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas ;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang I(eluarga Bei:encana
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;

k. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

l. melaksanakan +-ugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Kepala
Bidang mempunyai fungsi :

a. perllmusan kebijalcan teknis bidang Keluarga Berencana;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Keluarga Berencana; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang
tugasnYa

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Seksi Distribusi Alokon dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan
teknis, membina, -e.rgooidi.r"sikan dan melaksanakan program kegiatan
Seksi Distribusi Alokon.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sebagai berikut:

a. menyusun rencana program kegiatan Seksi Distribusi Alokon sebagai

pedoman dalam Pelaksanaan tugas;

b.mendistribusikandanmemberipetunjukpeiaksanaantugassehingga
berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan seksi oistribusi Alokon untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d.menyusunrancangan,mengoreksi,memarafdan/ataumenandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
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f. melakukan koordinasi, memfasilitasi pembinaan, pengawasan, supervisi,
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Distribusi
Alokon;

g. meiaksanakan koordirrasi dengan InsLansi terkait dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas;

h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Distribusi Alokon dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan;

i. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

j. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

g.KetentuanPasal14diubah,sehinggaPasal14berbunyisebagaiberikut:

Pasal 14

(1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi mempunyai tugas membantu Kepala

bahan penyusunan kebdakan teknis, me

melaksanakan program kegiatan Seksi

Berencana.
(2) R-;i; tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi- Jaminan Pelayanan Keluarga

Berencana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

berjaian lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
- 

ii;gk;"g; Seks=i Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

dalam
untuk

d. menyusun rancang€rn, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangant

rraskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melakukan koordinasi, fasilitasi pembinaan, pengawasan' . 
sYperyt*t'

monitoring, evaluasi aL p"f"pottt' pelaksan m tugas Seksi Jaminan

Pelayanan I(eluarga Berencana;

melaksanakan koordinasi dengan
kelancaran Pelaksanaan tugas;

h. s Seksi Jaminan PelaYanan

Pertimbangan kePada atasan

i

i. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

j. melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

instansi terkait dalam rangka
g

r-
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'o i"[*LTffiKelima BAB IV dan Ketentuan Pasal t6 diubah, sehingga berbunyi

Bagian Kelima

Bidaag Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 16

Bidang an Keluar.ga dipimpiu oieh seor.eurgKepala membantu Kepala Dinas dalam

[."a[Hr" dan Kesejahteraan Keluargpela]sanaan 
kebijakan teknis bidang

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (ll, sebagai berikut:
a' menyusun rencana- kegiatan Bidang Ketahanan dan Kesejarrteraan

Keluarga sebagai pedomal dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk peraksanaan tugas sehingga

berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
lingkunga.n Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluaiga
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan keluarga

sejahtera, bina ketahanan keluarga BALITA, Anak, Remaja dan LANSIA;

(r,

dalam
untuk

g.mengoordinasikan dan menfasilitasi pembinaan teknis pemberdayaan
keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga BALITA, Anak, Remaja dan
LANSIA;

h. melaksanakan koordinasi dengan instansi
kelancaran pelaksanaan tugas;

terkait dalam rangka

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

j. meningkatkan kompetensi Can prestasi keda; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Bidang mempun5,ai fungsi:

a. perumusan kebijakal teknis bidang Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Ketahanan dan Keseja)lteraart
Keluarga; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai bidang tugasnya.
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11. Ketentuan Pasal f8 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga BALITA, Anak dan LANSIA dipimpin oleh
seorarg Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam
mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina,
mengoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan Seksi Bina
Ketahanan Keluarga BALITA, Anak dan LANSIA.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Ketahanan Keluarga BALITA,

Anak dan LANSIA sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

berjalan lancar;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkunganSeksi-BinaKetahananKeluargaBALITA,AnakdanLANSIA
uniuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

naskah dinas;

e. mengikuli rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi pembinaan, pengawasan, supervisi'

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi Bina

Ketahanan Keluarga BALITA, Anak dan LANSIA;

g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka

kelancaran Pelaksanaan tugas;

h. menyusun laporan hasil si Bina Ketahanan

Keluarga BALITA, Anak dan saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan Pe

i. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

j.melakukantugaskedinasanlainyangdiperintahkanolehatasansesuai
bidang tugasnya'

12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

PimPin Seksi
Bidang bahan

u",ti#[*nanan Remaja

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. menyusun rencana program kegiatan Seksi Bina Ketahanan Remaja

sebagai pedoman dalam pelaksanazrn tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga

berjalan lancar;

c. memantau, menga.wasi dan mengevaluasi pelaksanaan- tugas Seksi Bina

Ketahanan Remaja untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
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d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengoordinasikan, memfasilitasi pembinaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas seksi Bina Ketahanan Remaja;

g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Bina Ketahanan Remaja
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;

i. meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.

13. i^ampiran Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 47 Tahun 2016 diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampkan Peraturan Bupati ini dan merupakan
bagtan yang tidak terPisahkan.

/ NICODEMUS BI GKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal to December 2113

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORA"IA'

SEMUEL ANDE BURA

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
in-i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja'

Ditetapkan di Makale
pada tanggal Io Desember 2c18

BUPATI TANATORA*IA, L

BERITA DAERAH KAE}UPATEN TANATORAJA TAHUN 2018 NOMOR 42
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